
56

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis / pembahasan dengan menggunakan bahan-

bahan kepustakaan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Upaya-upaya untuk mengeliminasi terjadinya kekerasan dalam proses

penyidikan adalah:

a. Memberikan pelatihan kepada penyidik mengenai teknik-teknik

dalam melakukan interogasi.

b. Memberikan pelatihan untuk mengendalikan emosi kepada

penyidik sehingga ketika berhadapan dengan tersangka yang

berbelit-belit penyidik tidak mudah terpancing emosinya.

c. Penyidik harus mendapatkan pendidikan tentang hak asasi

manusia dan juga harus memahami tentang hak-hak tersangka

terutama tentang bantuan hukum.

2. Peran Advokat Lembaga Bantuan Hukum yaitu melaporkan tindakan

kekerasan yang dilakukan dilakukan oleh penyidik ke PROPAM

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut:
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1. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak

asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu

dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu

kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun

begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang

mengatur tentang pengecualian tersebut.

2. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang

ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien, sehingga

kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidak-tidaknya kekerasan tersebut

bisa dikurangi.
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